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PUTUSAN
Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Sal

N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kab Boyolali, 09 Juni 1962,
agama lIslam, pekerjaan Xxxxxxxxxx xxx, Pendidikan
Diploma Ill, tempat kediaman di Perum Domas Blok
Fu.03, Rt 03 Rw 10, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX. Tempat Tinggal Saat Ini:
Rumah Ibu Nurtanti Suryandari Dengan Alamat Di Jl.
Melati Sari No. 01, Kelurahan Kutowinangun Lor Rt 05
RW 01, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Lugman Hakim, S.H, Dan
Rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi
Dan Bantuan Hukum Islam (Ikbhi) lain SalatigaYang
Beralamat Di Jalan Nakula Sadewa Va, No. 09,
Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, XXXX XXXXXXXX.
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
Penggugat

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 18 Mei
1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Semula: Perum Domas Blok Fu.03, Rt 03 Rw 10,
XXXXXXXXX  XXRRRRKK,  XXXXXXXXX  XXXXXKKK,  XXXX

XXXXXXXX, Tempat Tinggal Saat Ini: Isep Isep Rt 07 Rw
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03, XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, XXXX

XXXXXXXX sebagai Tergugat
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17
Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor
214/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 17 Juni 2021 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2001
oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 121/03/V1/2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxx
XXXXX XXXX XXXXX, XX XX XX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX
XXXXXXXX sampai dengan bulan Mei 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daDhukul) dan sudah mempunyai
seorang anak yaitu:
®  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 21 Desember
2002
Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya
dalam keadaan harmonis, akan tetapi lebih kurang lebih pada awal tahun 2018
Ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, rumah
tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
disebabkan:

a. Tergugat kurang dalam memberi Nafkah;

b. Tergugat Sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2020
yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pergi dari tempat tinggal semula
dan bertempat tinggal sebagaima tersebut di Atas karena rumah tersebut di sita
oleh bank, Sehingga Antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak
berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,
namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
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sakinah, mawadah, warrohmah sebagaimana maksud dan tujun dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga dan tersebut, sesuai dengan pasal 19 huruf (f)
peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum
Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon Pengadilan Agama Salatiga
Cqg. Majlis Hakim Segera memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya
memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro terhadap Tergugat TERGUGAT
Kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et
Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap
dipersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat diplaksanakan ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak
hadiranya tidak disertai suatu alas an yang sah, sehingga telah tidak

menggunakan hak haknya ;

Bahwa , selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat yang isi
serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;
Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
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2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi
saksi masing masing bernama :

L. XOOXKXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 03 Januari
1970, NIK 3373024301700001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
penjahit, tempat kediaman di Jin. Melatisari Dusun Butuh RT 05 RW 01
Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga , di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah tahun 2001 ;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal
dikediaman bersama di perumahan Domas XXXXXXXXX XXXXXXXX dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama
Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah
ekonomi, Tergugat banyak berhutanbg dengan orang lain sementara
nafkah untuk Penggugat kurang tercukupi ;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2020 hingga
sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan
baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 06 Juli 1968, NIK
3373010607680001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.111 B RT 05 RW 07
Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah tahun 2001 ;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal
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dikediaman bersama di perumahan Domas XXXXXXXXX XXXXXXXX dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama
Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak harmonis, semula sering bertengkar yang disebabkan masalah
ekonomi, Tergugat banyak berhutanbg dengan orang lain sementara
nafkah untuk Penggugat kurang tercukupi ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2020 hingga
sekarang, selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan
baik lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap
hendak bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;
Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam

berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu upaya
untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang
pada pokoknya mohon dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap
Penggugat dengan alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk
perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir
dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun
ia telah diperintahkan secara resmi dan patut untuk menghadap diperidangan
dan ketidak hadiranya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum ,
maka ia dianggap tidak menggunakan hak haknya dan dapat diputus dengan
verstek sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo

adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka
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berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib
bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy
yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka
berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk

dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka
berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama

secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1, maka
menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang
yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan
pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga

secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai
pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan
atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat
(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk

mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan
saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat , sebagaimana terurai
di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian, oleh karenanya keterangan
saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam
memeriksa dan memutus perkara a quo (vide pasal 172 HIR jo. Pasal 76 (1)
UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 secara formil dan

materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti
tertulis dihubungankan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah
ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis, sjak awal tahun 2018 semula sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang
kepada otang lain yang selanjutnya tidak dapat menutup angsuran rumah dan
ditarik oleh pihak bank yang selanjutnya sejak bulan Mei Penggugat dengan

Tergugat pisah hingga sekarang. Selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi
MARI No0.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya
berpisah rumah dan tidak saling berkomonikasi, maka rumah tangga yang
demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang
terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi
penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada
“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk

hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap
hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan
Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut

dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor

1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi,
oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi
Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat

fugoha dalam kitab Fighus Sunah Juz Il hal 291 yang berbunyi :

s piual plgs azo gloiuu Y Loy Ly gl Luiol azs il cassl 13|
Lilln, 3>y $uadl ol o cllai g jozu lag) liol G
logiss oYl 5 e s ppall cass) aisl aalls o lal]

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat
melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri
boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu
juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain
apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya

perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid 11, halaman 81, yang berbunyi :
1. azg |l as Jl pac awl 15l g

aills olill lgle 5l Loz 3

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya
terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan
talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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%7

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT Kepada

Penggugat PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal

Pengadilan Agama Salatiga pada hari selasa tanggal 06 Juni 2021 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 25 Dzulga’idah 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs.
Syamsuri , M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut
dengan didampingi oleh oleh Siti Novida Subiyanti SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuri , M.H

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP : Rp  195.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp  295.000,00
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